BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 421 /lxep. 257 - Diedik /2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

Menimbang

Mengingat

DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347
Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/
6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19), penyelenggaraan pembelajaran di
masa pandemi COVID-19 didasarkan kepada Level
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) yang ditetapkan pemerintah dan capaian
vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan
warga masyarakat lanjut usia;

bahwa berdasarkan indikator penyesuaian upaya
kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial
dalam penanggulangan pandemi corona virus
disease 2019 (covid-19) di wilayah Kabupaten
Purwakarta termasuk dalam kriteria level 3 (tiga)
oleh karenanya pembelajaran di satuan pendidikan
dapat diberlakukan pembelajaran tatap muka
terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14



10,

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6404);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
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17,

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  51095)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6487);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada
Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID -19) sebagai Bencana
Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1258);

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Mikro Dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di daerah
Kabupaten/Kota; dan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2
dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah
Jawa dan Bali;
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2. Surat dari Satuan Tugas Penangan Coronavirus

Disease 19 (COVID-19) Nomor
073/SATGASCOVID-19/1V/2022 tanggal 7 April
2022 perihal Rekomendasi Pelaksanaan

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

MEMUTUSKAN:

Memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di
Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas,
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku
sejak tanggal 14 Maret 2022.

Pemberlakuan pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dilaksanakan dari hari Senin -
Jum’at dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh
persen) dan lama belajar paling banyak 6 (enam) jam
pelajaran per hari.

Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Pembelajaran
Tatap Muka Terbatas wajib mempedomani Keputusan
Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 05/KB/2021, Nomor : 1347 Tahun
2021, Nomor : HK.01.08/ MENKES /6678/2021, Nomor
443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan
Pembelajaran di Masa Pandemi corona virus disease
2019 (covid-19) dan bagi Satuan Pendidikan yang
melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.

Proses Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol
Kesehatan secara ketat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 9 Mg 202
ﬂ BUPATI PURWAKARTA, j

RATNA MUSTIKA



